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“BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kelompok sosial menurut pengertian sosiologis adalah kumpulan individu-

individu yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain,

dimana didalamnya terdapa Asaan yang relatif sama. Sedangkan dalam
pengertian umum kelompé ‘ s lapisan atau kumpulan
manusia yang dibata -ﬂi s} % M l, Hﬂ. ',h cpenti .
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anggota kelompok, hubung aktor pengikat para
anggotanya, kepentingan-kepentingan, saling ketergantungan, dan ukuran-ukuran
perilaku atau normanorma yang sama-sama dipatuhi.

Mayor Polak (2012) mendefenisikan kelompok sebagai “Group” atau

kelompok”, yaitu sejumlah orang yang ada antar hubungan satu sama lain dan

antar hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Pendapat tersebut pada



dasarnya ingin menjelaskan bahwa betapa penting faktor hubungan atau interaksi
dalam suatu kelompok sosial, karena sekumpulan orang tanpa ikatan hubungan
satu sama lain belum dapat disebut sebagai kelompok. Begitu juga dengan
terbentuknya suatu kelompok sangat tergantung pada perkembangan jalinan

hubungan antara individuindividu sebagai anggotanya. Dalam dunia kelompok

merupakan organisasi dari dua atagMindividu yang bersatu atas dasar ikatan-
ikatan ketergantungan mge / \n " - -
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an dasar manusia, dan yang
menpunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta
kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Sikap kerjasama dalam kelompok merupakan perpaduan dari sikap

individu yang terbentuk berdasarkan komitmen bersama yang diwujudkan berupa



satu sikap dan perilaku kelompok sesuai dengan karakteristik dari pada sikap dan
perilaku individu. Sikap dan perilaku kelompok ini akan baik dan mendukung
jalannya adalah :

Ada kejelasan visi dan misi kelompok yang dilahirkan secara bersama.

Ada Partisipasi individu dalam kelompok.

tinggi. Pertum! ﬂ' h' perkotaan, rawan
memunculkan daerah kumuh:

Salah satu upaya untuk mendorong terhadap pemenuhan kebutuhan
terhadap pemenuhan kebutuhan terhadap rumah, diperlukan suatu penyediaan
perumahan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Perumahan

tersebut diklasifikasikan menurut tipe dari rumah dengan memperhatikan tingkat



keterjangkauan daya beli oleh masyarakat Indonesia (Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Kebutuhan rumah di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah.
Berdasarkan data dari Real Estate Indonesia (REI), total kebutuhan rumah
pertahun bisa mencapai 2,6 juta didorong oleh pertumbuhan penduduk, perbaikan
angan rumah. Berdasarkan data jumlah
penduduk Indonesia lebilt \\ wa, dengan angka pertumbuhan
penduduk 1,3 % pe K‘: ;E‘ MUH’I#’\. a keluarga (KK) lebih
kurang 4.3 / \‘\P%K hlu lq’«.-’@;a\ jutax 1,3
i o \\dilh.f/f :
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menjadikan susahnya mewujudi iliki rumah, khususnya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam hal tersedianya kebutuhan terhadap rumah, pemerintah
memberikan subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang memiliki

pendapatan kurang. Subsidi KPR oleh pemerintah merupakan upaya untuk



meningkatkan kepemilikan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, di
tengah tingginya harga rumabh.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dan befkolanjutan. Kemudahan pembangunan dan
perolehan rumah bagi mas / \ endah itu, dengan memberikan
/-1:?31':‘['3”4- d ;14\ ana, sarana dan utilitas
N
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kemudahan, ber
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kepribadian
kelangsungan 1dupan masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah,
khususnya untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah adalah

ketersediaan pendanaan melalui Kredit Pemilikan Rumah Kemudian dapat pula

kita lihat dari adanya rumusan undang-undang yang telah berlaku pada UU No.7



tahun 1992 di pasal 16 mengenai izin perbankan yaitu UU No. 5 tahun 1986
(Suhardi, 2003).

Pemerintah dan pemangku kepentingan property memperkirakan bahwa
kebutuhan terhadap rumah sederhana (bersubsidi) ini mencapai lebih dari 15 juta

unit, suatu jumlah yang sangat luar biasa. Hal ini merupakan tantangan besar

terhadap pemerintah selaku

as1 dalam pengadaan Rumah bersubsidi.

Rendah (MBR
ketentuannya diatur olehpthak--be AT an kepada seluruh
masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank penyedia
KPR tersebut.

Bagi masyarakat pembeli yang sudah memenuhi persyaratan dalam

permohonan KPR, dapat menandatangani akad perjanjian kredit pemilikan rumah

dari bank.



Kelembagaan Perbankan menurut Dr. Thomas Suyatno (2010)
menjelaskan bahwa terdapat pengertian bank yang dapat kita lihat pada tiga sisi
dimana bank menjadi penerima kredit atau bank as loan recipients, bank menjadi
pemberi kredit atau bank as a creaditor dan yang terakhir bank menjadi pemberi

kredit bagi masyarakkat atau bank as a lender for the community yang melalu

\\‘niﬁ,; /
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credit).
Tidak jarang perjat redit) tersebut dilakukan tanpa
sepengetahuan pihak Bank selaku kreditur. Apabila peralihan dengan aktaSurat
KuasaNotaris tidak diberitahukankepada bank, kemungkinan terburuknya si
penjual atau debitur awal bisasewaktu-waktu melunasi sendiri kreditnya kepada

Bank dan mengambilsertifikat tanah dan bangunan yang sudahdialihkan atau

mengalihkannya lagikepada pihak lain.



Masalah lain yang juga sering terjadi pada over credit dengan akta Surat
Kuasa Notaris adalah apabila pembeli selaku penerima kuasa tidak membayar
cicilan dengan suatu alasan tertentu, maka akibatnya bank selaku kreditur tetap
meminta pertanggung jawaban kepada penjual selaku debitur sahnya.

Saat ini bank yang tetap konsisten dalam menjalankan misinya dalam
menyalurkan KPR terhitung alah PT. Bank Tabungan Negara
(BTN). Bank BTN ini me 0 endapatkan tugas untuk

menyalurkan KP} / cngl. 4 anda
( /ﬂ‘.ﬁ, : % a itur atas KPR

rumah/bangunannya,
membangun rumah/bangunan diatas tanah sendiri, memperbaiki/meningkatkan
nilai tambah rumah/bangunan sendiri dan kredit lainnya dengan agunan berupa

tanah atau tanah berikut rumah bangunan yang dimiliki pemohon.



PT. Bank Tabungan Negara secara garis besar memiliki dua jenis produk
KPR, yaitu KPR Sejahtera FLPP sebagai produk KPR bersubsidi, dan KPR BTN
Platinum sebagai produk KPR non-subsidi.

Kedepannya kebutuhan akan perumahan semakin meningkat, ini

merupakan tantangan terhadap pemerintah sebagai regulator. Untuk melindungi

pembeli dari Developer nakal dibufui’kan kejelasan informasi (transparan) dan
regulasi yang jelas pula i \ tarik mengangkat pembahasan
mengenai kerja 'i?ﬁ MUH}!

i /@lv ﬁ..\(A‘- S
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dukung dan penghambatan dalam
pengadaan rumah bersubsidi di bukit Indah Pattallassang Kabupaten

Gowa?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk kerja sama antara pengemban
dengan perbankan dalam pengadaan rumah bersubsidi di Bukit Indah
Pattallassang Kabupaten Gowa

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan

penghambat dalam rumah bersubsidi di bukit Indah

Pattallassang Kabutai

. Bermantaat bagi p¢ a menganalisa dan menjawab
keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi

pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya

dalam dunia perbankan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kerjasama
Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang sama. kerjasama kemudian berkembang dengan

munculnya pengertlan-pengertlan hé b1h kontemporer sesuai dengan
pergerakan zaman. Kerjas# - atik dalam usaha perdagangan,

2. Bargaining. Bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian pertukaran

barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
3. Kooptasi. Bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal
baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi

agar menjadi lebih seimbang.
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4. Koalisis. Bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara dua

organisasi atau lebih yan mempunyai tujuan yang sama.

5. Joint Venture. Bentuk kerjasama ini terjadi dalam proyek-proyek besar
utnuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai
pihak dengan latar belakang yang berbeda.

Biasanya dalam sebua lembaga-lembaga kerjasama tim

telah menjadi sebuah kebwtlik alcan, keberhasilan dalam mencapai

tujuan. Kerjasame GJ rkc’ M H/-! ;} ebagai energi maupun

\\mﬂllﬁff/‘

'"w =~~J i '.-y 8 ;
-,

motivasi b8

./

punyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara

konstruktif,
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2. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,

termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi

manusia.

yang

nenjembatani  kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus
menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok
masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan

dan prosedur-prosedur.
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6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki

atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7.  Efektifitas dan Efisiensi

Proses-prose an dan lembaga-lembaga membuahkan

jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk
mewujudkan perkembangan tersebut.Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial

yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
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Salah satu situs (References) menjabarkan kerjasama ke dalam beberapa
dimensi pengertian, diantaranya:

a. Suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama.

b. Bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun organisasi, kelompok,

atau negara lain.

c. Adanya keinginan untuk memiliki hubungan kerjasama antar kelompok.

Kerjasama bisa bertipa : aupun saling memberikan
bantuan hal g 4 \ agaan. Selain dilakukan

&

oleh perseé

memiliki

. Dimana

untuk mendapatkan ke

b. Berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.

c. Berdasarkan ilmu ekologi, diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling

menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu.
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Selain diartikan dari sudut pandang berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki
beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan
terbentuknya pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan
kerjasama, agar bisa saling menguntungkan. Sebab hubungan kerjasama sejatinya

adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang

urutan waktu pengumuman ‘keb

a. kebijaksanaan pemerintah tanggal 1 Juni 1983 Kebijaksanaan ini bertujuan
untuk menggairahkan pengerahan dana masyarakat. Kebijaksanaan tersebut
antara lain berisi penghapusan sistem pagu kredit dan mengurangi kredit

likuiditas, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito
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maupun suku bunga pinjaman, dan kebijaksanaan moneter dengan Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) dan penyediaan fasilitas diskonto.

b. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)Latar belakang kebijaksanaan ini
dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat

penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak swasta

berpartisipasi lebih besar dalam n pertumbuhan ekonomi dengan

menciptakan ikl
ANA? _%\ﬁi

kebijaksanaan ini
untuk mendukung pe . Untuk itu perlu
disempurnakan aturan tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang
jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan sistem perkreditan.
Menurut Awang Firdaus (1997), permintaan rumah dipengaruhi oleh

faktor-faktor di antaranya adalah lokasi atau pertumbuhan penduduk, pendapatan,

kemudahan pendanaan, fasilitas dan sarana umum, harga pasar rumah, selera
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konsumen serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pananggian
(2004), setelah meneliti selama 3 dekade hasil penelitiannya menunjukan terdapat
hubungan yang saling mempengaruhi antara tingkat suku bunga bank, angka

penjualan rumah, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Paket Kebijakan Pemerintah Februari 19911Inti kebijaksanaan ini meliputi

al regulation)

kredit untuk

/ atas maksimum
>milikan saham oleh

atau legal lending limit, dan

garansi bank.

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank selama periode tahun 2004-
2009 jumlah bank dan kantor bank termasuk bank perkreditan rakyat mengalami
peningkatan yang sangat pesat. Selama 6 tahun jumlah bank mengalami

pertumbuhan sebesar 92,48% atau menurun rata-rata -7,52% setiap tahun.
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Dalamtahun 2004 terdapat 133 bank, turun menjadi 123 pada tahun 2009. Selain
itu selama 6 tahun terakhir jumlah kantor bank mengalami pertumbuhan
157,456% atau meningkat rata-rata setiap tahun 57,45% yaitu dari 7.939 kantor
bank pada tahun 2004 menjadi 12.500 kantor bank pada tahun 2009.

Perkembangan dana dan kredit bankDalam periode 2004-2009 tingkat

pertumbuhan dana bank i*-"‘-. n dari masyarakat jika dilihat menurut

kelompok bank, dan jeni ¥
nasional devisa be u/#‘i; p’aﬁ!‘ M IJ H-iq Pada periode yang sama

A\N
@e,“‘F“KAS‘S;q i0mi paling besar

e \ At seki oA teralhir adalah

jumlah kre

andasi adanya unsur kepercayaan.
Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank,
uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
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b. Agent of development
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak
dapat dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila
sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan

perekonomian sektor r111 nk tersebut dapat mendorong masyarakat
i i \- ibusi, serta kegiatan konsumsi

“menganggur” pembayarat cara yang menguntungkan.
Biasanya pengembang memberi diskon yang lebih besar dibandingkan cara
pembayaran lainnya.

Kelebihan pembayaran Tunai Keras:

a. Lebih murah dengan diskon besar

b. Tidak ada kewajiban hutang
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Kekurangan pembayaran Tunai keras:
a. Perlu modal besar karena harga rumah tidak murah
b. Apabila bertemu dengan pengembang nakal, resiko penguasaan dan

kepemilikan sertifikat bisa tertunda mengakibatkan Anda akan selalu was-

was sampai sertifikat dikuasai sépenuhnya (potensi resiko hukum cukup
besar).

2. Harga Cash

'.g'." '1

z’?’%‘ AN
¥4 !ﬁ“\‘
.

dengan Kementerian Peketjaa dengan suku
bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri
atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

B. Konsep Pengemban

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis

dalamupaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selain sebagai salah
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satukebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman, “papan” juga
berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan
keluarga,persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang
berjati diri.

Karenanya, pada tempatnyalah bila Visi penyelenggaraan perumahan dan
permukiman diarahkan untu mendorong terwujudnyakondisi
setiap orang atau keluarga nu bertanggung jawab di dalam

memenuhi angkau didalam

lingkungan’ j

meningkatnya

kualitas O S IS bl ber i ara lain melalui
pemenuhankebutuhan papa
perumahandan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam
pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.
Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak
terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun

kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman.
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Penyusunanarahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman,
sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V dalam
bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun penekanannya
masih terbatas kepada aspek perumahan saja.

Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan

berbagai perkembangan yang semakin kompleks, sehingga
diperlukan pengaturan dar - andan permukiman yang lebih
terintegrasi. Sehix / 5 M an \y_" an dan strategi baru

3 P“KA 1?,_4 4> ‘?\ ‘
o= \\\d‘hhf/
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an sebagai satu

nasional, dan a bidang perumahan
dan permukiman ke depan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan
Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan danPermukiman yang ada tersebut.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang

diprogramkan sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.
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Karenanya sangat diperlukan dukungan sumber daya yang tepat
danmemadai baik berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber
daya manusia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan maka pembangunan
perumahan dan permukiman yang dilakukan harus telah mempertimbangkan

keseimbangan terpadu pemanfaatan sumber daya yang ada dan terbatas, termasuk

yang optimal di lingkungan

dengan pendayagunaan sumber déyi

pemerintahan, dunia usaha

rangka pengembangan jati diri,
dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat,
aman, harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupundi perdesaan.
Keswadayaan masyarakat juga dalam artian dapat bermitrasecara efektif

dengan para pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usahadan pemerintah.
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2. Terbangunnya lembaga-lembaga penyelenggaraan perumahan dan

permukiman yang dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik, di tingkat lokal, wilayah, dan pusat, yang mampu memfasilitasi wahana
pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat sebagaipelaku utama

dalam memenuhi kebutuhannya akan hunian yang layak danterjangkau, dan

lingkungan permukiman yangs# schat, aman, produktif danberkelanjutan.

Kelembagaan yang ~ifig

Perumahan
1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Kebijakan dan

Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman.
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C. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi,
hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan
yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak

ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya

bidang sosiologi dan antropologi

karena kegagalan kelembagaan.
kelembagaan banyak dite / ingkah laku dan adat istiadat.

Dalam bidang ilpaw A: ?15 M L' H \ aturan main (the

AS ) n bersama atau
,.ﬂ ihf// “ :
'ﬁ ¢ -:- %ol ,y Q

mengatur perilaku terseb ang atau organisasi untuk harus
berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi
juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian

mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan

peraturan yang ada.
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Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan™ dan
“aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku social
dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores,
folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi

dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural

dan proses perubahannya membuilian waktu yang lama. Sementara dalam
aspek keorganisasia “tar sosial dengan inti kajiannya

terletak pada aspek v:{i P;ﬁ gbih jauh “aspelesstruktural mencakup:

‘ ‘iﬂf}. /
s %}\:};gﬁjé-m’ - yar© hendax: » aspek

dan juga bisa nistrasi pemerintah. Sedangkan
menurut Uphoff dalam Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering
membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, ‘social institution’
dan ‘social organization’ berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang

kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan lain-lain yang relatif

sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering
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digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan
kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih
karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu social form yang bersifat formal,

dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan

Israel (1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi
apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek,
institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya.
Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa
mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Uphoff

dalam Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering
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membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, ‘social institution’
dan ‘social organization’ berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang
kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan lain-lain yang relatif

sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering

digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan

ik sy seod]
Ay 3 NN
i\ _n

%

tidak perlu, mungkin disatukan dengan lembaga lain.
3. Prinsip berpikir dalam kesisteman. Selalulah mengimajinasikan
sistem “laboratorium agribisnis” secara keseluruhan. Apapun

kelembagaan yang dibangun di dalamnya mestilah didasarkan

kepada analisa sistem tersebut. Jangan berpikir parsial dan temporal.
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4. Prinsip partisipatif. Pembentukan kelembagaan yang didasarkan atas
keinginan dan kesadaran sendiri tentu akan menumbuhkan rasa
memiliki yang sesungguhnya..

5. Prinsip efektifitas. Kelembagaan hanyalah alat, bukan tujuan. Jadi,

berpikirlah pada hasil akhir. Membangun kelembagaan (baru atau

revitalisasi yang lama)lids

langkah mepw
S / M U H ih kelembagaan adalah

XA #
%—6$ Pr.K S‘"Jqf.) -(;\

o= \dihhf

,-:"'"t

s dapat diposisikan sebagai salah satu

paga baru akan

cimbagaan

la, kondisi

. Opsi yang

tambah atau

9. Prinsip desentralisasi. Setiap sel dalam sistem harus mampu
beroperasi dengan kewenangan cukup, sehingga kreatifitasnya dapat

berkembang optimal.
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10. Prinsip  keberlanjutan. Pada akhirnya model harus mampu
membangun kekuatannya sendiri dari dalam. Ia akan tetap mampu

beroperasi, meskipun input atau dukungan dari luar berkurang.

Pengadaan (procurement) adalah fungsi operasional pertama MSDM.

Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena

subsidibahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk
uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan
umum (public body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:
a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan

penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
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b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti
keringananpajak); penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau
pembelian barang;

c. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau

memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan

merupakan _.s® /
LN
RN

*I.

! %}'
“i_\‘a}'ﬂ ]

“""@ ~ _‘.%
va

(juga disebut's adalab hen B a1 yang dibayarkan
kepada suatu bisnis atau sektor-ekonom : subsidi diberikan oleh
pemerintah  kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk
mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan
yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk
mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi

upah).
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Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi
di beberapa bahan panganuntuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di
wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi
pertaniandan mencapai swasembada produksi pangan.(Todaro, 2009) Subsidi
juga dapat dianggap sebagai suatu  bentukproteksionismeatau penghalang

perdagangandengan mempr ¢ dan jasa domestik yang kompetitif

terhadap barang dan jasa=il

lindung, ba aupun perdesaan, yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas

lebih dari satu satuan permukiman.
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5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari
satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan.

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan
perencanaan,pembangunan, pen aatan, dan pengendalian, termasuk di
dalamnya pengemba 4/ \v. paan dan sistem pembiayaan,

serta peran 1 /1;’#5 Mle‘h

7. Rumah /23"% KAS qq

. " 4 \\dﬂih

Od hh'ifﬂ‘l'ﬂ

11. Rumah khusus adala
kebutuhan khusus.

12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai
tempat tinggal atauhunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang

pelaksanaan tugas pejabat dan/ataupegawai negeri.
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13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak
teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenubhi syarat.

14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas

fungsi sebagaitempat hunian.

15. Kawasan siap bangun y
yang fisiknyaserta prasfie

ufnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah

16.

17.

n lingkungan.

18. i adaiah penataar asaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan
dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan

sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
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19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

20. i i eriiiaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

untuk kepentingan

baik yang berasal dari

21. Pfa

22.

23.
24, disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintahuntuk memperoleh rumah.

25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
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26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

Subsididapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi Dungtji

Munawar 2013| Pengertian Subsidi yang besar.Bantuan keuangan dalam bentuk

subsidi biasa datang suatu pemeétidtahan,namun istilah subsidi juga bisa
mengarah pada ban . .

Jak lain, seperti perorangan atau
lembaga non-pemeti -‘P; .41\
/{35:’\,\ KASSJQ SR idi merupak
s ‘&\ Wy at PF o \ pakan
A4 baga  yang

;‘@ R\ i Y -
— '\'l‘ L7/
b i:: wm@k‘éﬁﬁﬂﬁj Ap}‘af % wdur banyak

rangka

Jadi bisa disimp alah bantuan pemerintah dalam
bentuk bantuan keuangan yang di bayarkan kepada produsen dan konsumen suatu
bisnis atau sektor ekonomitas barang/jasa tertentu.

Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan

untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan komsumtif lainnya dengan

jaminan/agunan berupa rumah. Sedangkan pada Bank Tabungan Negara tempat
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penulis mengadakan penelitian, KPR didefinisikan sebagai kredit yang diberikan
oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah
bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni.Hasil
Wawancara Staff Loan Service BTN Cabang Medan Pada Tanggal 18 Februari.

Tujuan adanya kredit pemilikan rumah beberapa sumber, maksud dan

tujuan diberikannya layann rumah sudah jelas artinya

sebagainya.

D. Defenisi Pengembang Dan Perbankan
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis
dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selain sebagai salah

satukebutuhan dasar manusia, perumahan dan permukiman, ‘“papan” juga



39

berfungsistrategis di  dalam  mendukung terselenggaranya pendidikan
keluarga,persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang
berjati diri.

Karenanya, pada tempatnyalah bila Visi penyelenggaraan perumahan dan

permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi

setiap orang atau keluarga d ang mampu bertanggung jawab di dalam

“nempatkan  bidang

perumahandan =~ permukin prioritas dalam

pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.
Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak

terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun

kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman.

Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman,
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sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V dalam
bentuk Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun penekanannya
masih terbatas kepada aspek perumahan saja.

Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan

berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga

diperlukan pengaturan dan penangafiah
terintegrasi. Sehingga un .-/

erumahandan permukiman yang lebih

Jatu kebijakan dan strategi baru
- j\_. egmukiman sebagai satu

N\

Srangkdat-darr-pertimbangan tersebu [1& :
B : gh.-‘ _ﬂ_}u bangan 1€y kepada

=0

A
¢ ,.
- ]
= 1ha 'J‘f

yang ada dan
tuntutan reformasi” £ : ¢nggaraan pembangunan
dan permukiman ke depa gperlu untuk menyempurnakan
Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman yang ada tersebut.
.Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang di
programkan sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.
Karenanya sangat diperlukan dukungan sumber daya yang tepat dan

memadai baik berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber
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daya manusia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan maka pembangunan
perumahan dan permukiman yang dilakukan harus telah mempertimbangkan
keseimbangan terpadu pemanfaatan sumber dayayang ada dan terbatas, termasuk
dengan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal di lingkungan
pemerintahan, dunia usaha, paraprofesional dan masyarakat baik secara individu

maupun kelompok/asosiasiya

Dengan pernyataa

bahwa pemerintah harus lebih

berperansebagai,.f PL$ M UHA M vava, pemberdayaan bagi
berlangsu &FI&.KASS A

' o d“ﬁ.;/
ye

Eirw

iman yang sehat,

\ {’ﬁmmﬁﬂ

aman, harmonis dan b¢ perkotaan maupundi perdesaan.
Keswadayaan masyarakat juga dalam artian dapat bermitrasecara efektif
dengan para pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usaha dan pemerintah.

5. Terbangunnya lembaga-lembaga penyelenggaraan perumahan dan

permukiman yang dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik, di tingkat lokal, wilayah, dan pusat, yang mampu memfasilitasi wahana
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pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku utama
dalam memenuhi kebutuhannya akan hunian yang layak dan terjangkau, dan
lingkungan permukiman yang sehat, aman, produktif dan berkelanjutan.
Kelembagaan yang ingin dicapai tersebut agar juga dapa tsenantiasa

mendorong terciptanya iklim kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan

dan permukiman.

6. Terdorongnya pertumbiii

ﬂ@u berkelanjutan,
fe ke
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1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Kebijakan dan

Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman.
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E. Ruang Lingkup Rumah Bersubsidi
Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hunian pribadi bagi

MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di Indonesia.

Sebelum memutuskan mengajukan KPR subsidi, sebaiknya sahabat

Perumnas mencermati beberapa syarat berikut ini;

a. WNI yang Belum Memiliki R

Agar program ‘{‘P‘S MUH M .
P wtseaiiy

;iah memiliki rumah

cfumnas harus telah
bekerja pada sa rusallaan minimal sclama™setahun. Syarat pendapatan
untuk memperoleh KPR subsidi adalah maksimal Rp 4 juta untuk pengaju
KPR subsidi rumah tapak, serta maksimal Rp 7 juta untuk pengaju KPR
rumah susun. Pengaju KPR subsidi juga minimal harus berusia 21 tahun atau

sudah menikah.

c. Kelengkapan Dokumen Pribadi
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Kelengkapan dokumen pribadi tentu sangat penting untuk menunjang
kelancaran pengajuan KPR. Jenis dokumen pribadi yang patut dipersiapkan
adalah fotokopi KTP dan KK pemohon, slip gaji terakhir, fotokopi NPWP
dan SPT tahunan, fotokopi rekening koran selama tiga bulan terakhir, surat

pernyataan belum memiliki rumah, serta surat pernyataan belum pernah

0 1.0
]

ni ﬁxi‘lh ,é
s o

o 20
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tangga untuk memiliki tempat tinggal,itu sudah pasti.

namun ketika untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang bagi sebagian
masyarakat kebanyakan ketika membentuk suatu rumah tangga sudah harus
memikirkan hal ini yaitu kebutuhan tempat tinggal.namun seiring dengan terus

berjalannya waktu dan perkembangan setiap lokasi daerah tanpa disadari jika
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menunda waktu untuk bisa membeli rumah setiap tahun makin tahun harga jual
rumah semakin tinggi,dan jika pembelian secara KPR atau pun cicilan kredit

nominal angsuran bulanan pun otomatis naik.

solusi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah
membuka membuat program dengan adanya yang biasa disebut rumah bersubsidi.

Lam, murah bekasi akan memberikan

/
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Subsidi meringankan kred a bS1d ambah dana pembangunan atau
perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga
tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.
Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi

adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.
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2. KPR Non Subsidi

Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan
KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku

bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

b. Persyaratan KPR

Secara umum persyaratafi_@ aowdiperlakukan oleh bank untuk

. Foto kopi se
developer)
9. Foto kopi sertifikat (bila jual beli perorangan)
10. Foto kopi IMB

c. Biaya Proses KPR
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Pada umumnya fasilitas KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya,
diantaranya : biaya appraisal, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi
kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit.

Metode Perhitungan Bunga KPR

Secara umum dikenal 3 metode perhitungan bunga yaitu :

1. Flat

2. Effektif

membeli

ang dibayar

tidak bermasalah dan ada IMB sesuai dengan kondisi bangunan yang ada.
Bila membeli rumah dari Developer, pastikan bahwa Developer dimaksud
telah mempunyai ijin-ijin, antara lain :
[jin Peruntukan Tanah : Ijin Lokasi, Aspek Penata-gunaan lahan, Site Plan
yang telah disahkan, dsb.

1. Prasarana sudah tersedia
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2. Kondisi tanah matang
3. Sertifikat tanah minimal SHGB atau HGB Induk atas nama
developer

4. IMB Induk

e. Kenali reputasi penjual (perorangan atau developer).

Jangan melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, artinya apabila

RUMAH BERSUBSIDI
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G. Definisi Operasional
e Membangun rumah bersubsidi maksudnya adalah  bahwa pihak
pengembang atau (DEV) membangun rumah dengan fasilitasnya Bank
(BERSUBSIDI) yang ditawarkang kepada pembeli atau user DP rendah

e Fasilitas pembiayaan Bank d maksud adalah bahwa pihak Bank (BTN)

bekerja sama dengan (DEV)#la

gunan rumah bersubsidi.
rumah bersubsidi dengan

@- . ...:'-a atau cicilan
¥ "ﬂ disepaltati bersama
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.
Waktu penelitian merupakan suatu jadwal yang dibutuhkan dan digunakan penulis

sedangkan lokasi merupakan tempat/wilayah yang dibutuhkan penulis dimana

penelitian dilaksanakan. Pelini akan berlangsung selama dua
bulan terhitung setelah pe d \ itian ini i di

n.,

il

‘G’
{? 1genai fakta-fakta

pengadaan rumah bersubsidi:
2. Tipe Penelitian
Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka tipe penelitiannya
adalah survey yakni penelitian lapangan untuk mengumpulkan data informasi dari
responden melalui kuesioner sebagai pengumpulan data secara langsung di bukit

indah pattallasang kabupaten gowa.



51

C. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta
dikumpulkan  untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat
diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang

tidak langsung mengalaminya. Sumber data dalam penelititan ini terdiri atas data

premier dan data sekunder.

‘!4 )10 el Iamgsung dari sumber asli
133" b ber/informan atau

APk (e i pbjek atau

%,
N

§ sai & SN Imer
s "\:‘@»‘: by
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D. Informan Penelitian

INFORMAN PENELITIAN
1 Kepala Kantor Kecamatan pattallasang 1 Orang
2 Developer 1 Orang
3 Kepala SKK BRI 1 Orang
4 Masyarakat User 5 Orang
8 Orang
/|
A
. b d ]
E. Tek Y ‘¢
i teknik
pen ' T
S M B
1. — —
A gﬂ,&z; 519
tan secara
langsun d eningkatkan
L)
1 ¥
produkti u an kabupaten
W
gowa. . X
e [
& & i ‘

2. Wawancara

Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman
wawancara dan program observasi.Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam
perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut,
tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara

berlangsung.
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3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan
menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini
dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan

materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku

‘-"v.‘v. (
a{.. (figa)
‘!

singkat, bagan,
makna peristiwa lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini, verifikasi data
dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.
Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data,

peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang
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dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan

selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi

dan temuan penelitian akurat. Kredib angat mendukung hasil penelitian

'- L‘-'\-.-.IH ""F‘ =Y Ve O Ot Q 1
Y "'"-Y"‘t;‘«g}.» _&LIJPB 1K peRgUapus \ in serta
F

i ‘"\ﬁéh

aengan cara

waktu atau

dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian
1. Kondisi Geografis dan Topografis

Kecamatan Pattallassang merupakan satu dari 18 kecamatan di kabupaten

Provinsi Sula

kota Makassar dan kabupaten Maros, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan
Bontomarannu dan bagian Barat berbatasan Kecamatan Somba Opu.

Sebagian besar topografi wilayah desa merupakan daerah dataran rendah
dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter diatas permukaan air laut,
namun ada satu desa yang didominasi oleh daerah lereng bukit yaitu desa

timbuseng yang sebagian besar penduduknya tersebar diatas bukit Bollangi.
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2. Luas wilayah

Wilayah administrasi Kecamatan Pattalassang terbentuk sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa.

Kecamatan Pattalassang dengan luas 84,96 KM? sampai pada tahun 2013

merupakan klasifikasi perdesaan, tiga

terdiri dari delapan desa yang semefiliya

puluh enam dusun, delagas / \ atus lima puluh delapan RT.
3. Penduduk ¢ /'9‘3 MUHA \

/4!--. ‘\ !‘»,K.A o 4 4:]7

“\\m‘hhf/

.'ﬂr ‘h%: ;)_.@J'H:_L
""l-

sebagian besar di dalam wilayah kecamatan Pattalassang dan banyak juga yang

bekerja sebagai buruh bangunan.
Komoditi utama hasil pertanian di kecamatan Pattalassang adalah tanaman
padi sawah yang berdampak pada penyebaran usaha industri penggilingan padi

disetiap desa. Selanjutnya diikuti oleh tanaman ubi kayu yang sebagian besar di
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jadikan bahan baku tepung tapioka namun belum ada industry tepung tapioka di
dalam kecamatan sehingga sebagian besar petani menjualnya ke pedagang
pengumpul yang kemudian dikirim ke pabrik Tapioka di Kecamatan
Bontomarannu dan kecamatan Pallangga.

Lahan padi sawah yang terletak di Kecamatan Pattalassang sebagian masih

merupakan wilayah langg di musim hujan,khususnya di Desa

gife, mungkin karena desa ini

melalui darat dengan kondisi
permukaan jalan yang terluas adalah aspal yang dapat dilalui oleh kendaraan roda
empat atau lebih sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam
komunikasi dan pendistribusian hasil-hasil produksi, hal ini juga menjadikan

kecamatan Pattalassang sebagai daerah strategis untuk dibanguni perumahan.
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6. Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kecamatan Pattalassang terdiri dari : Lahan
pertanian sawah yang umumnya tidak berpengairan teknis tetapi non teknis, lahan
pertanian bukan sawah yaitu berupa kebun dan usaha peternakan serta lahan non

pertanian yang didominasi oleh lahan untuk rumah dan perumahan.

Sekarang Kecamat ssang menjadi salah satu kawasan

pengembangan lahan indw€ d=Panaikang dan telah dibangun
R ,./ 55 MUH4 M\

\\
WDKASS. o

)

'&}:‘.‘!!J{f//é _

-‘i-

"" alTalt] }'

s

Pada perkembangat
di J1.Ketilang 1 No.40 Kel.Bonto-Bontoa Kec.Somba Opu Kab.Gowa, Sulawesi
Selatan telah mengantongi izin dan memiliki NPWP 03.167.624.0-807.000.
berusaha senantiasa untuk mengembangkan kegiatan usaha serta memberikan

pelayanan kepada rekanan pembeli atau rekanan kerja yang lebih baik.
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PT. Anugrah Malinotama berusaha memberikan produk perumahan
bersubsidi dan non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khusus untuk
perumahan subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai dengan cita-cita pemerintah yang dituang dalam Peraturan menteri No.27

Tahun 2012.

s --:-
Nt \:ﬁt“ ).

‘}._am:j:i’"r

sebagai berikut

“pertama tentu menyiapkan lokasi yang ingin dikembangkan,
lokasinya tentu bukan sembarang lokasi, ada beberapa syarat yang
menjadi pendukung untuk memilih sebuah lokasi, seperti lokasi
strategis atau akses lokasi tidak rumit, harga tanah terjangkau”.

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa lokasi merupakan awal
untuk memulai pengembangan dan merupakan hal penting, lokasi yang dipilih

juga bukan asal lokasi tanah kosong melainkan ada syarat-syarat tertentu untuk
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dijadikan pertimbangan seperti lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau,
walau sebenarnya lokasi yang strategis selalu berbanding lurus dengan harga yang
tinggi.

Persiapan pertama berupa Lokasi yang strategis dan terjangkau, berikutnya

adalah mempersiapkan berkas sebagai syarat administrasi, adapun berkas-berkas

yang dimaksud adalah sebagaimana#aitg dijelaskan dalam wawancara berikut ini:

dikembangkan, setelah itu

D pézmohonan kerjasama, 2)

m U H ;\ ¢ “summary, kelayakan

;‘_f\ S @ eta lokasi, iklan

4 3) legalitas

! Ovek seperti
K-Jm /ﬁ D3

o '5 *
‘h“\.\;}?ﬁ! ,‘\ L.E V

‘-ﬁ 4 apan yang

a
4
™

Apabila berkas telah siap maka Pengemban mengajukan ke bank mitra
pengadaan rumah bersubsidi, dalam hal ini adalah bank BTN untuk selanjutnya
diproses untuk menjadi pertimbangan, berikut hasil wawancara dengan seorang
pengemban.

“Berkas tadi kemudian disusun lalu di masukkan ke Map,
dikumpul ke bank BTN untuk diproses”.
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Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Berkas yang
dikumpulkan tadi akan diproses oleh pihak bank untuk disetujui atau tidak
disetujui.

Berdasakan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
persiapan pengembang adalah menyiapkan lokasi yang ingin dikembangkan,

lokasinya sebisa mungkin sangkau, setelah itu menyiapkan

berkas seperti 1) surat peti %), proposal proyek yang berisi

PN\

excecutive summary

pan membutuhkan kerjasama dari
berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda.
b. Bank BTN
Bank BTN adalah salah satu bank yang ada di Indonesia dan merupakan

badan usaha milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan
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bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. Bank BTN merupakan salah satu
mitra dalam pengadaan rumah bersubsidi.

Bank pelaksana melakukan koordinasi dengan kementrian sekretaris
perumahan rakyat, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Bank BTN;

“kementrian perumahan rakyat memberitahukan kepada Bank
tentang pelaksanaan pgnyaluran bantuan pembiayaan perumahan
dalam bentuk f nbsidi melalui kredit. Selanjutnya bank
pelaksana iaan untuk menerbitkan KPR

bersubsid
Q_‘J

$Fh : ‘I )
} M‘*"

(" \¢ ﬂf
Y /]
PN St A

'

ang menerima
kelengkapan
nelaksana verifikasi

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa calon debitur
diverifikasi kelengkapan administrasinya, dokumen, wawancara dan survey
dilapangan. Tujuan dari verifikasi ini agar terhindar dari calon debitur yang tidak
layak mendapatkan karena sasaran rumah bersubsidi adalah masyarakat

berpenghasilan rendah.



63

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan
bahwa Bank pelaksana melakukan koordinasi dengan kementrian sekretaris
perumahan rakyat, kemudian bank pelaksana mengajukan kesediaan untuk
menerbitkan KPR bersubsidi kepada kementrian perumahan rakyat selaku

lembaga yang menyetujui pencairan subsidi, sedangkan bank adalah pihak

pembiayaan. Jadi rumah ini mura

/». sna tidak terlepas dari subsidi pemerintah,

pemerintah membayarkan-€Cé \

Agar / p 5 M U H:w poleh memiliki tidak

semba <3" éiPKAS!.. iy 4) 4?\ \clainkan hanya
Ve »,

\\m‘iﬁ.;// \ acli maka

‘g. m\ J.]_ ¢gara dan
“

".‘*%".f:

L]

permukiman saat ini lebih a permasalahan pembiayaan yang
murah. Apabila sumber pembiayaan yang murah belum tersedia maka masyarakat
yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk membeli rumah tidak terbantu,

kehilangan kesempatan memiliki rumah dan kemudian dari waktu ke waktu akibat

inflasi daya belinya menurun dengan harga rumah yang semakin naik.
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Perumahan bersubsidi tentu bukan perumahan umum yang siapa saja
boleh membelinya, namun demikian untuk membeli rumah bersubsidi ada
beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti fotocopy KTP dan KK calon
pembeli, slip gaji terakhir, fotocopy NPWP dan SPT tahunan, foto copy rekening

Koran selama tiga bulan terakhir, surat pernyataan belum memiliki rumah, dan

h Sebagaimana hasil wawancara
OBrikut

at] {ik q T‘EHQ f as atau dokumen yg
1t f\ AT 3 'tu fotocopy KTP
., g @P 4,;, d

surat pernyataan belum menerlma S

i-"

\":&\\ i!iE ; J’f
4% i pembeli

a1 terakhir,

Menurut MY sala asyarakat mengungkapkan bahwa
dia masuk ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah, berikut kutipan

wawancara MY

“pekerjaan saya wiraswasta, dalam sebulan saya bisa memperoleh
penghasilan sekitar Rp.2.500.000.00,00”

Dari keterangan MY sebagai informan dapat disimpulkan bahwa MY

merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana merujuk pada
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peraturan menteri Negara perumahan rakyat nomor 07/PERMEN/M/2008. MY
memenuhi syarat dalam kepemilikan rumah bersubsidi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapatkan seorang masyarakat
yang baru saja membeli rumah di Bu’rung-bu’rung, beliau adalah R, R tidak tahu

bahwa ada rumah bersubsidi di Pattalassang. Berikut petikan wawancaranya

“saya baru saja me ah, saya tidak tahu soal perumahan
ah di perumahan bukit indah itu

AN ﬂp‘$

pel alam kategori layak
mendapatkan peumahan bersubsidi atau tidak layak. Masyarakat yang layak
seperti halnya MY yang berpenghasilan sekitar Rp.2.500.000,00- per bulan. Agar
masyarakat luas dapat mengetahui mengenai perumahan bersubsidi ini dan proses
marketing perusahaan berjalan dengan efektif maka dibutuhkan sosialisasi dan

iklan baik dimedia cetak ataupun elektronik lainnya.
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C. Faktor yang mempengaruhi kerjasama pengembang dengan perbankan
dalam pengadaan rumah bersubsidi

1. Faktor pendukung
a. Regulasi

Regulasi dapat diartikan sebagai peraturan yang dapat mengendalikan

manusia atau masyarakat deng turan atau pembatasan tertentu.
demgan berbagai macam bentuk,

Penerapan regulasi pe

l e 5\\“
x" "ﬁ "W“W +

bersubsidi.

2. Faktor penghambat
a. Perizinan yang rumit
Perizinan dalam pembangunan sangatlah penting, karena apabila perizinan

tidak dipenuhi maka akan menimbulkan masalah kedepannya. Namun apabila
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regulasi perizinan begitu panjang akan menimbulkan juga keluhan kepada
masyarakat, meja birokrasi pemerintah juga diharapkan mampu mengurus
perizinan dengan cepat, akuntabel dan transparan.

Sebagaimana yang dikeluhkan oleh pengemban adalah masalah mengurus

perizinan yang banyak, lama, dan berbelit-belit, berikut petikan wawancara

dengan seorang pengem
s v- banyak, padahal semakin

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah

berupaya memangkas perizinan agar memudahkan pengemban, dari yang
sebelumnya 33 izin menjadi 11 izin. Ia pun berharap agar upaya pemerintah
dalam bentuk peraturan pemerintah dalam hal ini segera terbit, karena
penyederhanaan izin ini berkontribusi terhadap efisiensi biaya. Berikut petikan

wawancaranya,
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“semoga peraturan pemerintah dalam hal penyederhanaan izin ini
segera terbit, karena penyederhanaan izin ini menjadikan biaya jadi
efisien, izin yang tidak terlalu banyak juga bisa mengurangi potensi
pungli yang biasanya merajalela”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengemban

berharap agar peraturan pemerintah soal penyederhanaan izin segera terbit,

karena banyak dampak E;., dihasilkan dari penyederhanaan izin ini,

\‘- potensi terjadinya pungli.
s MK, \ "

Lahan yang ideal dan strategis menjadikan rumah bernilai dan diminati

banyak orang. Tingginya harga tanah dilokasi ideal dan strategis membuat
pengemban kesulitan membangun rumah dengan harga terjangkau,
sebagaimana hasil wawancara dengan pengemban sebagai berikut;

“kami kesulitan dengan harga tanah yang tinggi, apalagi ini buat
rumah bersubsidi, untungnya kecil. Membangun rumah murah itu
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marginnya kecil. Pengemban besar tidak mau membangun rumah
murah karena keuntungannya kecil. Harga tanah yang mahal dan
rumah yang dibuat rumah bersubsidi menjadikannya keuntungan
kecil”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengemban
mengeluhkan ketersediaan lahan yang sulit ditambah harga tanah yang mahal,

sedangkan yang dibangun ada cumah bersubsidi, jadi keuntungan yang

didapat pengemban kegi

mahal maka marginnya pun semakin tipis.



70

BAB YV
PENUTUP
Setelah memahami BAB I pendahuluan, BAB II pembahasan, BAB III
metode penelitian, dan BAB IV hasil dan pembahasan, maka tahap terakhir

adalah BAB V Penutup. Pada tahap ini akan dibahas tentang kesimpulan

mengenai apa yang menjadi g-'g fian dan saran yang akan diberikan penulis

Kan Seova ':,?‘
L %, O
"L'

Ao
n?fflg \
7

merupakan

terbatas dan

Kementrian perumahan rakyat,
Kementrian perumahan rakyat sebagai lembaga yang menyetujui pencairan
subsidi, sedangkan Bank sebagai pihak pembiayaan pengadaan rumah
bersubsidi.

4. calon debitur diverifikasi kelengkapan administrasinya, dokumen, wawancara

dan survey dilapangan. Tujuan dari verifikasi ini agar terhindar dari calon
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debitur yang tidak layak mendapatkan karena sasaran rumah bersubsidi adalah
masyarakat berpenghasilan rendah.

. untuk membeli rumah bersubsidi ada beberapa persyaratan yang harus
dilengkapi seperti fotocopy KTP dan KK calon pembeli, slip gaji terakhir,
fotocopy NPWP dan SPT tahunan, foto copy rekening Koran selama tiga
bulan terakhir, surat pe i
belum menerima subsgid]

‘ 5;»5 MUH4
Q.,

*'t-. > IJ] A .
3.5 oot
" 1‘ : I .r

m memiliki rumah, dan surat pernyataan

. Faktor pengh

-'l--
—
D

. Faktor pendukung adalah regulasi, Peraturan menteri No.27 Tahun 2012

menjadi faktor pendukung dalam pengadaan rumah bersubsidi. Adanya
jaminan regulasi ini membuat. Peraturan menteri ini sejalan dengan apa yang

dikerjakan oleh seorang pengemban, yaitu pengadaan rumah bersubsidi.
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9. Kerjasama Pengemban Dengan Perbankan Dalam Pengadaan Rumah

10. persiapan yang dilakukan pealah yang pertama lokasi yang

Bersubsidi di Bukit Indah Pattalassang Kabupaten Gowa merupakan proyek
pengadaan rumah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan  peraturan  menteri Negara  perumahan rakyat nomor

07/PERMEN/M/2008.

berikut:

1.

Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan PP mengenai pemangkasan
perizinan dalam pengadaan perumahan bersubsidi, Perizinan yang rumit dan
banyak menjadi faktor penghambat dan dikeluhkan oleh pengemban,
bagaimana tidak perizinan yang rumit dan panjang ini tidak efisien biaya dan

waktu, sedangkan pemerintah bercita-cita mewujudkan terciptanya banyak
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perumahan bersubsidi, jadi tidak sejalan antara keinginan pemerintah dengan
beban perizinan yang harus ditanggung oleh pengemban, padahal seharusnya
masing? harus saling meringankan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

. Pihak manajemen perumahan bukit indah hendaknya mengiklankan lagi

perumahan bersubsidi secara luas, dan menerangkan tentang perumahan

bersubsidi.
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